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BAB ITI

KEKUASAAN PEMITHMPIN DALAM

NMEGARA ISLAM

Islam dan Hegara

a.

Pengertian negara Islam

Negara yang mempunyai kekuasaan (tauliyah)
dalam menerapkan hukum Islam dinamakan negara
Islam.

Terdapat beberapa definisi tentang negara

Islam, antara lain

1). Menurut Ar-Rafi’ iy memberikan definisi
sebagai berikut : negara Islam adalah negara
vang penduduknya terdiri dari orang-orang

Islam atau negara yang dikalahkan oleh orang
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3).
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Islam, sedangkan penduduknya asli tetap di

sana (di negara tersebut).

Menurut Abdul Qadir “Audah dalam kitabnya al
Islam wa audho una al Siyasiyah memberikan
pengertian : Negara Islam ialah negara yang
melaksanakan hukum-hukum Islam, atau negara

vang penduduknya dapat melaksanakan hukum-
hukum Islam. Termasuk ke dalam Negara Islam
vaitu semua negara yang penduduknya seluruh-~
nya atau mayoritas orang Islam, juga negara
vang dikuasai oleh orang-orang Islam walsau-
pun mayoritas penduduknya non muslim ( "Abdul

Qadir “Audah, hal. 206-207)

Menurut Muhammad Abu Zahrah memberikan
definisi : Negara Islam adalah suatu negara
vang memerintah dengan kekuasaan kaum Mus-
limin. Kekuatan dan pertahanannya ditangan

kaum muslimin.
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Demikianlah pengertian negara Islam menurut

pendapat-pendapat para fugaha.
Konstitusi dalam Islam

Yang sangat pokok dalam sebuah negara
adalah sebuah dasar, agama merupakan landasan
sebuah negara dan tujuan etika keagamaanlah yang
mendasari gerak laju sebuah negarsa.

Keluasan hukum Islam terlihat pada nama
vang dipilih dan diberikan para pemeluknya,
syari ‘at kata ini berarti jalan yang lurus atau
suatu cara hidup. Syari’at Islam menyentuh
seluruh kegiatan hidup manusia vyang mencakup
aqidah keagamaan, ketentuan akhlak yang menjadi
dasar hubungan antar makhluk dan aturan hukum
kehidupan, baik berhubungan dengan Tuhan maupun
antar sesama manusia.

Berkenaan dengan pemahaman tersebut,
terdapat kesinambungan dengan pandangan yang
mengatakan bahwa syari‘at Islam bersifat pari-

purna vyaitu mencakup setiap aspek kehidupan.
—_— '

(Dr. Abdul Karim Zaidan, 1987; 125)
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Berangkat dari keuniversalan syari’at
Islam ini, gg;,,ﬁi,Amin_;Rais dalam bukunya
"Cakrawala Islam”, memberikan ulasan yang cukup

rasional

"Syari “ah Islam 1lebih 1luas daripada
sistem hukum, namun kalau kita melihatnya
sebagai sistem hukum akan sedersa
kelihatan bahwa syari ah merupakan suatu
sistem hukum yang lengkap dan terpadu”.
(Dr. M. Amin Rais, 1988 : 52).

Oleh karena suatu hukum dapat dilsksana-
kan jika ada otoritas vang melaksanakan
penerapan hukum, maka pelaksansannya memerlukan
kekuatan politik. Karensa vang memiliki
kekuasasn untuk melskssnskan penerspan hukum
jtu adslah negara, artinya untuk mengatur
segala urusan dan menjaga ketentraman serta
manspun juga, tidak mengenai bangsa, agama, dan
bahasa. Dengan demikian Jjika ummat Islam
dianggap sebagai masyarakat tersendiri maka
sesungguhnya merekapun seperti bangsa-bangsa
lain, vaitu sama-sams membutuhkan suatu
pemerintahan vang mengatur dan memelihara
urusan mereka. Aksn tetapli pemerintahan yang
dimaksud adalah pemerintahan yang Islﬁm (Prof,
Dr. A. Sslabi, 1888 : 1@).

Dalsm sagama Islam, sumber syari’atnya

dibagi menjadi empat, yang pertama adalah
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Al-Qur ‘an sebagai hukum dasar dan tertinggi,
juga berperan sebagai undang-undang prilaku
keagamaan. Sumber hukum yang kedusa, yang tidak
kalah pentingnya adalah Assunnah atau segala
perkataanb dan praktek kehidupan Nabi Muhammad
saw, manusia vyang dipilih oleh Allah untuk
menyampaikan risalahNya kepada semua manusis.
Unsur vang ketigas adalah Ijma” berkaitan dengan
masalah vang timbul dan secara kolektif
kemudian mencapail suatu kesepakatan bulat.
Sedangkan sumber yang keempat adalah @Qiyas,
suatu independen dari orang yang memenuhi
syarat dan mampu. Sumber keempat ini disepakati
oleh para Fugqoha melalui rujukan pada sebuah
hadist Nabi yang dinisbatkan kepada khalifah
Umesr ra. Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa
Umar diminta Nabi saw untuk menyampaikan surat
pads sslsh seorang pembantu dekatnya seraya
menginstruksikan agar is memutuskan masalsah
atas dasar Al-Qur 'an, andai Al-Qur’an tidak
menjelasksn masalah itu, 1ia harus mencari
jawabannya dalam Sunnah Nabi Muhammad, Jjika
sunnah tidsk memberikan Jjawsaban, maka
keputusannya mesti dikembalikan padas konsensus
seluruh ummat Islam stsu ijma’, Jika ijma’

tidak mampu memecahkan persoalan itu msaka,
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keputusannya harus didasarkan pada penalaran
seorang yang memenuhi syarat. (Dr. Khalid Ibra-

him Jindan, 1985 : 50)

Negars dalam Islam

Konsep Ibnu Tamiyah mengenai kebutuhan
manusia akan negara didasarkan pada Al-Hadist
dan akal. Argumen semua manusia untuk bergabung,
bekerjasama, dan menikmati berbagai manfaat
kepemimpinan (tanpa peduli) apakah mereka menga-
nut suatu agama atau tidak.

Argumen ini ini diperkuat dengan landasan dari
sunnah Nabi yang artinya
"Bila ada tiga orang mengadakan perjalanan,
maka salah seorang diantara mereka selayak-
nya menjadi pemimpin”.
Allah akan meridloi suatu kondisi, dimana kaum
menyembah kepada dan tidak pernah menyekutukan-
Nya ; umat mengikat diri erat kepada Allah dan
umat memberikan saran-saran dan nasehat kepada
siapapun yang ditunjuk Allah untuk mempimpinmu.

Dari hadist itu dapat disimpulkan bahwa

praktek pengukuhan sebuah pemerintahan harus

dianggap sebagai tugss agamsa vang pasti
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dipatuhi oleh setiap muslim, disamping sebagai
sarana agar manusia lebih berkesempatan
mendekatkan diri pada Allah.

Apabila dikaji 1lebih teliti berkenaan
masalah politik dalam Al-Qur’ an dan Assunnah,

maka tidak akan ditemukan didalam keduanya

istilah negara atau suatu bentuk negarsa
tertentu (Muhammad Asad, 1985 : 44 - 45).
Artinya

“Tidak ada pemerintahan yang spesifik
dengan perincian vang jelss dalam
syari‘at Islam. Syari‘at Islam hanya

memberikan aturan-aturan atau prinsip
umumnya saja (Muhammad S. Elwa, 1983
810> .

Unsur-unsur universal yang menjadi dasar
negara dapat ditemukan dalam Al-Qur “an ads yangd
menjelaskan seperangkat prinsip atsu fungsi
vang dapat diterjemahkan dengan adanya
tata tertib sosial politik atau segenap
perlengkapan bagi tegaknya sebush negara.
Termasuk didalamnya masalsh keadilan,
persaudsaraan, ketahanan, kepatuhan dan
kehakiman. Dalam Al-Qur an jugs bisa ditemukan
hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang
secara langsung menyinggung suatu masalah,
contohnysa : hukum pembagian rampasan perang,

stau upays untuk mencapal perdamaian.
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Jadi sebagaimana yang disimpulkan oleh
Munawir Sjadzali bahwa dalam Islam terdsapat
seperangkat prinsip dan tata nilai bagi
kehidupan beragama yang memiliki elastivitas
dalam penerapannya sesuai dengan perbedaan
situasi dan kondisi antars sstu 2zaman dengan
zaman yvang lainnya serta satu budaya yang lain.
(H. Munawir Sjadzali, MA, 1980 : 236).

Manusia merupakan subyek dari aneka ragdam
hukum maupun petunjuk-petunjuk yang termaktub
dalam Al-Qur 'an. Umat Islam merupakan ummat
vang satu, ummat yang paripurna dan dapat
dijuluki masyarakast politik vang sanggup
mencukupi diri gsendiri. Ibnu Taimiyah
berpendapat bahwa negasra dan agama sungguh
saling berkaitan, tanpa kekuasaan negara yang
bersifat memaksa, agama dalam keadaan bahaya,
tanpa disiplin hukum wsahyu, negara pasti
menjadi sebuah organisasi yang tirani.
Penegakkan negara sebsagai tugas suci vang
dituntut oleh agama dan merupakan satu
perangkat untuk mendekatkan diri manusia pads
Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh,
berbagsai tugas keagamsan penting yang
ditentukan dalam Al-Qur "an dan Assunnsah,

seperti mengumpulkan zakat, menghukum tindakan
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kriminal dan orgsanisasi Jjihat tidak dapat
terlsksana dengan sempurna tanpa investsasi
penguasa politik yang resmi. (Dr. Khalid
Ibrahim Jindan tahun 1985 : 47).

Ternveta svari’at JTslam hanyva memiat
dasar-dasar atau landasan saja dan ini sangat
tepat, karena pada dasarnya masyarakat itu
bersifat dinamis dan selaln menghendaki
keluwesan, kreatifitas dan dinamika hukuom.
Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Muhammad
S. El-Wa, dengan judul "Sistem politik dalam

pemerintahan Islam” yang memberikan komentar

“Tampaknya Allah sengaja membiarkan untuk
tidak menyebutksan bagan perbagian secara
terperinci dan khusus tentang pemerintah-
an Islam baik dalam Al 'Qur an dan Sunnah
Rasul. Hal ini dimaksudkan agar Jjalan
ijtihat ummat Islam mampu menjabarkannya
menjadi sistem politik dan perundang-
undangan vang sesuai dengan kebutuhan
waktu dan lingkungannya’ (Muhsmmad S. El-
Wa, 1983 : 112).

Setelah menjabarkan beberapa hasil
pikiran para pemikir Islam tentang negdara,
bahwa istirahat negara dan bentuk negara dalam
Islam tidak dijelaskan secarsa mendetail, tetapi
diformulasikan secara garis besarnys saja

mengenai nilai-nilai etika dan norma-norms
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dalam bermasyarakat. Dengan demikian dalam
Syari‘at Islam membolehkan ummatnya untuk
mencari pemecahan (solusi) terhadap berbagai
masalah yang timbul secara luas, dalam arti
menjamin pengambilan netode dari mana saia
untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tetapi
dengan syarat bahwa setiap solusi yang diambil
dari manapun datangnysa selama tidsak
bertentangan dengan konseptual Islam, dengan
sendirinya diperbolehkan dalam Islam, (Dr. M.
Amin Rais, 1989 : 54). Dengan demikian tidak
hanya ada ssatu model pemerintahan Islam
melainkan banyak sekali, bahkan kamun MNuslim
diberi kesempatan untuk menemukan model-model
pemerintahan yang sekiranya sesuai dan memenuhi
tuntutan mereka, dengan syarat bentuk dan
sistem vang dipilih 1itu betul-betul sesuai
dengan nash syara’ yang berkenaan dengan sistenm
kehidupan sosisal, (Muhammad Asad, 1985 : 48).
Dengsn demikian dapat disimpulkan bahwa konsep
terinci mengenai cara penyelenggaraan
pemerintahan secarsa detail diserahkan kepada
kaum muslimin untuk menemukannya berdasarkan

atas ijtihad mereksa.
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2. Dasar dan Tujuan Nedara Islam

a. Dasar pnegara dalam Islam

Setiap pemerintahan dalam negara Islam
harus mendasarkan politik dan perundang-
undangan terhadap Al-Qur “an dan Sunnah Rasul.
Karena itu politik dan perundang-undangannya
terkait kepada kedua sumber pokok Syari’at
Islam itu.

Apsabils kita menghkaji Al-Qur‘ an dan
Sunnah Rasul maka dapat dipahami adanya nilai-
nilai politik dan perundang-undangan yang harus
ditegakkan dan dilandaskan dasar penyelenggara-
an pemerintahan dalam negara Islam, (Dr. M.
Rais, 1889 : 55) yaitu syura (musyawarah),
keadilan persamaan, kebebasan, dan pertanggung-

Jjawaban pemerintah terhadasp rakysat.

1). Syurs (musvawarah)

Syura (musyawarsh) merupakan prinsip
penting dalam pemerintshan Islam. Penentuan
kebijaksanaan memerintah dalam sistenm
pemerintahan Islam haruslah melalui suatu
permusyawaratan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. N.

Amin Rais berkomentar
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“"Dalam semua hal yang berkaitan dengan
umun setiap pemerintah diwajibkan
melaksanakan permusyawaratan dengdan
ummat. Jadi, ummat mempunyai hak penuh

untuk diajak bermusyawarah” (Dr. M.
Amin Rais, 1989 : 55).

Prinsip syufa ini menentang elitisme,
vaitu paham yang mengajarkan hanya orang-
orang vang menjadi pemimpin (elite) sajalah
vang paling tahu cara mengurus dan mengelola
negara, sedangkan rakyat yang harus selalun
mengikuti kemasuan pemimpin (elite).

Musyawarah yang dijalankan sebagaimana
diajarkan Islam akan menjadi pagar pencegsh
bagi penyvelewengan pemerintah kezrah
otoriterisme, diktatorisme dan berbagai
sistem l1lain yang membunuh hsk-hak politik
rakyat. Partisipasi rakyat dihargai sepenuh-
nya dalam penyelenggaraan, sebab rakysat
adalah pemilik negara vyang sesungguhnya,
vang seolah-olah mendapat mandat dari Tuhan,
sedangkan para pemimpin dapat ditarik suatu
pemahaman bahwa pemerintah harus dipilih
oleh rakyat secara bebas, berdasarkan
pengertian bahwa rakyatlah yang memegang
kedaulatan.

Berdasarkan prinsip ini pula maka

sistem pemerintahan Monarki atau kerajasn
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adalah Jjelas bertentandan dengan Islam.
Dalam sistem kerajaan kekuasaan dipegang
raja secara turun temurun, sebenarnya tidsk
memiliki tempat dslam ajaran Islam. Akan
tetapi dalam sistem kerajaan yang rajanya
hanya menjadi seorang figur simbolis,
sedangkan kekuasaan sebenarnya tetap berada
ditangan rakyat, seperti kerajasan Inggris
sekarang ini, lebih dibenarkan oleh Islam
daripada kerajsan Saudi Arabia yang raja dan
para pangeran sebagai pemilik negara secara
turun-temurun dan tidak perlu bertanggung-
jawab kepada rakyat, (Dr. M. Amin Rais,

18988 : 47 - 48).

Keadilan

Dalam pandangan Islam, penyelenggaraan
pemerintah harus bertujuan untuk melaksana-
kann keadilan dalam arti seluas-luasnysa,
tidak saja keadilan hukum melainkan Jjuga
keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian
negara harus memberantas segala fenomena
eksploitasi yang muncul ditengah masyarakat.
Keadilan hukum yang menjamin persamaan
setiap orsng dimuka hukum tidsklah cukup,

karena tanpa keadilan sosial ekonomi
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akan timbul ketimpangan-ketimpangan tajam
diantara kelompok-kelompok masyarakat,
(Dr. M. Amin Rais, 1889 : 48).

Syari’at Islam mensmpakkan aspek
keadilasn vang amat tinggi dalam sisten
perundang-undangan, tiada sistem yang begitu
lengkap kecuali Islam, sebab banyak sekali
ayat-ayat Al-Qur "an vang memerintahkan
berbuat adil dalam segala aspek kehidupan
manusia (Muhammad S. El1-Wa, 1883 : 127).

Karenanya menegakkan keadilan untuk
individu, kelompok dalam masyarakat atau
negarsa merunpakan suatu kewajiban yang paling
suci dan penting dalam agdama Islam,
(Dr. Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, 1987
51), sebagaimana yang disyari'atkan dalam

Islam '
2/ f oaw
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“Sesungguhnya Allah menyuruh' kalian
berbuat adil dan berbuat kebajikan"”
(Al-Qur’an 16 : 99).

Keadilan dalam Islam bersifat mutlak
dan menyeluruh. Karenanya, Islam mewajibkan
kaum Muslim untuk menerapkannya, baik
terhadap teman atau lawan. Keadilan Islam

tidak terpengaruh oleh hubungan kerabat,



28

kebesaran dan kekuassaan. Sebaliknya Jjuga
tidak terpengaruh oleh rasa benci atau
permusuhan atau faktor apaspun, (Prof. M.

Yusuf, 1981 : 185).

Persamaan

Persamasn Jjuga harus menjadi prinsip
konstitusional vang diutamakan. Manusia
mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum,
tanpa diskriminasi berdasarkan ras, atau
asal, bahasa, keyakinan, panghkat atau latar
belakang sosial ekonomi. Persamaan vang
dimaksud ialsh dslam arti legal bukan
faktual karena persamaan akan meniadakan
sama sekali perbedaan-perbedasn yang wajar
dalam masyarakat dan dapat menjurus pads
kredo komunis, yaitu dari masing-masing
orang diminta sesuai dengan kemampuannya,
kepada masing-masing diberikan sesuai dengan
kebutuhannya (Dr. M. Amin Rais, 1888 : 56).

Prinsip persamaan dalam Islsm dapat

disimpulkan dari sabda Nabi saw.

M&Lﬂﬂj& 3 asdy (( (=, &\ :U..u\\.,,t\,
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“Wahai seka manu81a ' eta ah
bahwa sesungguhnya Rabb adalsah satu,
tak ada kelebihan bangsa Arab terhsadap
non Arab, tidak bagi seorang Arab,



27

tidak bagi berkulit hitam atas
seorang berkulit merah atas seorsang
berkulit hitam, kecuali dengan taqwa.
Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu di sisi Allah sadalah
vang paling taqwa diantara kalian”

Sabda Nabi saw. tersebut adalah

sebagai pelaksanaan firman Allah

R N .
% 1 AW ok /\;_,;J;_,\‘)&\,;_,l,_,w

m}ﬁuwm
“"Wahai manusia, kami mencipttakan kamu

dari seorang 1laki-laki dan seorang
perempuasan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar
kamu saling kenal-mengenal. Sesungguh-
nya orang vang paling mulia diantara
kamu di sisi Allah adalah orang yang
paling bertagwa diantara kamu.
Sesunguhnya Allah Maha Mengetsahui Lagi
Maha Mengenal"” (Al-Qur an, 48 : 13).

Kebebasan nilai-nilai persamaan
tergantung kepada keadilan vang tidak
mengenal perbedaan antara manusia dengan
manusia lainnya. Dengan kata 1lain, itulah
standar manusiawi dari pada perberlakuan
agama, dan dengan demikian seorang benar-
benar Islam, daﬁ moral tersebut yang harus
dipraktekkan kepada kelompok-kelompok non
muslim (Said Ramadan, 1986 : 87).
Berdasarkan pemahaman ini berarti warga non
muslim berhak mengeluarkan suatu atau

menjadi anggota parlemen (Said Ramadan,
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1886 : 127).

Namun demikian pemerintahan Islam
merupakan pemerintahan idiologis dan
menentukan bahwua siapapun vang tidak
mengakui idiologi sebagai pedomannya tidsk
askan daspat diperkenankan menjadi kepalsa
negara Islam maupun anggota majelis
permusysararatan (Abdul A’l=a Al-Msududi,
1880 : 381). Jadi penerapan prinsip
persamaan kepada ahli dzimi dapat dibenarkan
tetapi terbatas pada masalah-masalah umum
negara atan demi kepentingan-kepentingan
minoritssnya sendiri dan para partisipasinysa
tidak akan merusak syarat-syarat fundamental
Islam.

Jadi, perbedaan hak politik antar
warga muslim, khususnya untuk kekuasaan
tertinggi (jabatan kunci adalsh dapat
diterima dan tidak mengurangi arti prinsip
persamaan yang mendasari penyelenggaraan
dalam Islem. Alssannys, sebagaimana
dikemukakan oleh Abul A’ ls Al-Haududi

sebagai berikut

“Di setiap negara idiologi, Jjabatan-
Jjabatan tersebut tidaklah mungkin
diberiksn kepads orang-orang vang
tidak mempunyai kepercayaan sepenuhnya
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kepada idiologi negdara tersebut,
karena ia tidak akan mampu menyeleng-
garakan pemerintahan sesuai dengan isi
dan Jjiwa idiologi dari negara Yyang
bersangkutan” (Abdul A’la Al-Maududi,
1990 : 23).

Berkaitan dengan persamaan hak ini
maka perlu adanya penjelasan lebih dalam
tentang hak-hak budak yang terbatas. Dalam
Islam, seorang untuk menjadi anggota Majelis
Syura haruslah merdeka. Dalam hal ini,
seorang budak tidak dapat dipilih menjadi
snggota Majelis Syura, karena 1a tidak
mempunyai kekuasaan atas dirinya, melainkan
dalam kekuatan majikannya. Akibatnya ia
tidak mampu membawa aspirasi rakyat secara
mandiri dan bebas dari pengaruh tuannya
(Dr. M. Abdul Qodi Abu Faris, 1887 hal.144).

Demikian pula hak-hak wanita vang
tidak sama dengan laki-laki. Dalam pandangan
Islam yang berkaitan dengan hak-hak rakyat,
penerapan prinsip persamaan berlaku secara
sempurna antara laki-laki dan perempuan
hanya terbatas di bidang peran serta dalsam
menentukan jalannya pemerintahan secara
tidak langsung, yaitu untuk memilih. Tetapi,
dalam hal untuk dipilih terdapat perbedaan

pendapat. Sebagiamana membatasi pada laki-
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laki saja (Dr. muhammad Abdul Qodir Abu
Faris, 1887 : 144). Sedangkan sebagian yang
lain tidak membatasi pada laki-laki saja.
Dan menganggdap bahwa sistem persamaan adalah
dalam arti pnersamssn pennh antara 1laki-laki
dan wanita, sebagaimana dipegangi oleh
Muhammad Husain Haikal (H. Munawir Sjadzali,

MA, 1998, hal. 188).

Eebebasan

Islam mengakui adanya prinsip
kebebasan, bahkan menjamin sepenuhnya dan
bahkan dinilai sebagai setiap muslim. Dalam
pandangan Islam diajarkan bahwa Allah
menciptakan manusia dengan suatu fitrah
(nature) bebas untuk memilih, bebas untuk
mengemukakan pendapat dan bebas untak
melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan
pendapatnya itu (Muhammad S. El-W&, 1983
135).

Akar dari pelbagai kebebasan tersebut
adalah kebebasan berfikir, dan Islam
memandang kebebasan berfikir itu sebagai hak
mutlak manusia (Dr. M. Rais, 1989 : 56) dan
berkaitan dengan kebebasan itu, Allah

berfirman
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"Dan diantara manusia ada vang
menyembah tandingan-tandingan selain
Allsh, mereka mencintainya sebagaimana
mereka mencintai Allsh. Adapun orang
beriman amat cintanya kepada Allah dan
jika seandainya orang-orang vang
berbuat dzalim itu mengetahui ketika
mereka melihat siksaan bshwa kekuatan
jtu milik Allah semuanya dan bahwa
siksaan Allah itu amat berat, niscaya

mereks akan menyesal. (Yaitu ketika
orang-orang yvang diikuti berlepas diri
dari orang vyang mengikutinya, dan

mereksa melihat sikssaan, dan (ketiksa)

segala hubungan antara mereka terputus
sama sekali" (Al-Qur an, 2 : 165-166).

Dalan ayat sebelumnya (163-164) Allah
memberikan bukti kekuasaan dan kemurahannya.
Semus itu berguna bsgi manusia Jika mau
menggunakan &akalnya. Bukii yang diberikan
Al-Qur ‘an membuat manusia berfikir, dan jika
seorang menggunakan akalnya secara benar
maka mereka tak akan menemukan Tuhan lain
kecuali Allah swt. (Muhammad S. E1-Wa, 1883,
hal. 137-138).

Dslam Islam Jugsa diakui adanya

kebebasan bersagama, sebagaimana ditegaskan
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oleh Allah dalam firmannya :

od « ‘ /
AN B ot Y
"Tidak ada paksaan dalam agsma” (Al-
Qur ‘an, 2 : ayat 256).

Hal ini mengandung makna bahws manusia
sepenuhnya bebas untuk menganut snatu
keyvakinan atau agama yang disenanginva,
tetapi suatu pengecualian bahwa Islam
melarang mengganti agama dari Islam ke agamé
lain, maka dasar kebebasan ini adalah
kebebasan seorang untuk mengsnut sgams dan
melaksanakan segala honsekwensinya. Dengan
demikian, kebebasan agams yvang dikenal dalam
Islam bukan berarti bahwa manusia bebas
pindah agama, melainkan jika seseorang telah
menyatakan masuk Islam maka ia dituntut
untuk melaksanakan agama Islam sepenuhnys
secara konsekwen. (Prof. H. M. Daud Ali SH,

1988 : bZ sampal ©Jy.

b. Tuiuan negara Islam
Manusia akan mampu memperoleh
kesejahteraan sempurna baik di dunia mawnpun di
akhirat, apabila manusia mengadakan atau masuk
dalam suatu perkumpulan, dan saling tolong-
menolong dengan tujuan mencapai manfaat dan

mencegah apapun yang membahayakan mereka. Maka
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dapat dikatakan manusia adalah makhluk politik
yvang dibentuk oleh alam. Perkumpulan manusia
perlu diatur dengan berbagai ketentuan yang
dapat menjaga kesejahteraan mereka, baik yang
berupsa maupun larangan. Untuk me luruskan
langkah-langkah dalam perkumpulan perlu adanya
pegangan agama (kitab suei). Dalam realisasi
selanjutnya mereka harus mematuhi pemimpin yang
terpilih demi mencapai cita-cita bersamsa.
(Dr. Kholid Ibrahim Jindan, 19835 : 41).

Pendekatan ini sebagai pendekatan yang
organik (pendapat Ibnu Taimiyah) karena sebuah
negara dipandang memakail anslogi jiwa, artinysa
prilaku sebuah negara dapat diibaratkan dengan
prilaku organ manusia. Dalam konsep ummah lebih
jauh Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya
vesatuan dan nilai tindakan yang kolektif.
Dalam negara Islam yang organik, titik berst
yang dituju adalah kewajiban masyarakat dan
kerja sama. Cita-cita terbentuknya suatu
kesejahteraan dan stabilitas dalam jiwa maupun
masyarshat daspat tercapai jika seseorang tunduk
pada petunjuk Allah swt. yakni bila semua
masyarakat diatur oleh Syari‘at (Dr. Kholid
Ibrahim Jindan, 1885 : 44).

Diantara tujuan penyelenggaraan negara
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berdasarkan ajaran Al-Qur an dan Sunnah Rasul

yaitu

1. Untuk menghindari eksploitasi antar manusia
atau antar kelompok dalam masyarakat.

2. Untok memelihara kebebasan baik ekonomi,
politik, pendidikan atau agama, bagi wargsa
negara dari invasi asing.

3. Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang
seimbang sebagaimana dikehendaki Al-Qur "an.

4. Untuk mencegah setiap kejahatan (mungkarot)
dsn mendorong setiap kebajikan yang telah
ditetapkan Al-Qur an.

Menjadikan negara itu sebagai tempat tinggal

w

bagi setiap warda negara dengan perlakuan
hukum tanpa diskriminasi, sehingga penduduk
nerasa teduh dan terayomi, (Abdul A’la Al-
Maududi, 1988 hal. 31).

Apabila dikaji lebih mendalam maka secara
garis besar tujuan diselenggarakan pemerintahan
dalam Islam (Prof. Dr.M. Yusuf Musa, 1981:
175), adalah :

- Pertama menegakkan iman dan Islam.

- Kedua mengamankan kepentingan pemerintah
dalam mencapal usahanya.

Tegaknya iman dan Islam merupsakan tujuan

fundamental yang mengikat pemerintah yang tentu
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saja eksistensi dan bentuknya ummat Islam
sehingga kedua elemen fundamental itu merupakan
atribut dari semwna instriksi politik yang
terbentuk.

Dengan sendirinya, barang siapa, baik
perorangan atau kelompok, vang tidak mau
mengikatkan dengan elemen fundamental ini
berarti dapat digolongkan sebagai golongan vang
secara sengajs ingin merusak jamash dan sistem
kemasyarakatan vang ada. Demikian pula Jjiks
masyarakat itu sendiri vyang tidak mematuhi
keterikatannnya dengan elemen fundamental itu
maks masyarakat tersebut telah kehilangan arti

sebagai masyarakat Muslim.

B. KEKUASAAN PEMIMPIN NEGARA DALAM ISLAH

1. Kedaulatan Dalam Islam

Seluruh bangunan Islam didirikan pada dus
prinsip dasar, pertama ke-Esaan Allsh secara
mutlak dan kedua penegasan sikap bahwa Muhammad
adalah utusan Allah. Karena MNuhammad diyskini
sebagai Rasul yang membawa misl untuk menegaskan
ke-Esaan Allah sebagaimana yang terungkap dalam
Al-Qur "an, msks msnusia dituntun kepads keyakinan

bahwa dzat Yang Maha Kuasa hanyalah Allah semata.



36

Syari’ at memang dapat dirinei menjadi empat
sumber, namun sumber-sumber itu dipandang sebagai
ungkapan kehendak Allah, dzat Yang Msha Esa dan
Kuasa.

Dalam Al-Qur "an ditegaskan bahwa Allsh
adalah sumber segala kekuasaan dan tidak ada
seorangpun vang mempunyai kekuasaan mutlak.
Seperti vang terdapat dalam Al-Qur "an vang
berbunyi : s
w‘t_’:""ll sy oo LM 300 LU s ite (,,Uly
YDt o W Al e iy P G

5 o e de

"Katakanlah : "Hai Tuhan Yang memiliki
(sekalian) kekuasaan Engkau beri kerajaan
kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan
Engkau cabut kerajaan dari siaspa yang Engksau
kehendaki dan Engkau mulyakan siapa yang
Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa
vang Engkasu kehendaki. Di tangan-Mulah ada
(sekalian) kebaikan karena sesungguhnya
Engkau Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu".

(Al-Qur an, 3 : 26).
Tegasnya adalah bahwa Allah ssja yang mempunyai
kekuatan. Jika Nabi orang yang dipercays Allah
untuk menyampaikan risalahNya, tidak mengklaim
dirinya sebagai pemilik kekuasaan, tentu saja
tidak seorangpun atau juga lembaga kemanusiaan

dapat mengakui sebagai pemilik hak Prerogatif
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Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi.
Tetapi dalam Al-Qur an juga menegaskan bahwa
Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak menghendaki
manusia (khalifah) Nya di bumi. Oleh sebab itu
manusia dapat mengklaim dirinya mempunyai
kekuaszaan tak terbatas sepanjang digunakan hanya
demi memenuhi kehendak Allsh, (Dr. Kholid Ibrahim
Jindan, 1985 : 61). Dalam Al-Qur “an Juga
ditegaskan :
69 fiem g5 5 o B flap G 49
fr S L B SN S0 e
. d/:#;)‘j“}jjb3‘{flf LeJuag)‘

"Dan Ialah Yang menjadikan kamu khalifah di
bumi dan Dia meninggikan sebagian dari
kalian satas sebagian (yvang lain) beberapa
derajad, untuk menguji kalian tentang apsa
vang Dia berikan kepada kalisn. Sesungguhnya
Tuhanmu amat cepat siksaannys, dan
sesungguhnya Dia Maha Pengampun Lagi Maha
Penyayang." (Al-@Qur an, 6 : 165).

Dengan konsep kekuasasn itu tidak ada 1lagi
pertentangan antara kekuasaan Allah dan kebutuhan
manusia aksn adanya pemerintahan. Allah tetap
berkedudukan sebagai satu-satunya pemilik segala
kekustan dan kekuasaan. Kemudian Allah menguji
coba kekuatan dan kekuasasn itu dengan didelegasi-
kan kepada Nabi Muhammad atau khalifah Allah di

bumi vang mendapat instruksi untuk menegakkan
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pemerintahan vang adil. Dalam perkembangan
sejarah, ussi wafatnya Nabi, secara diam-diam
ummat Islam memahami bahwa Allah telsah
mendelegasikan uji cobas kekuasaanNya kepada ummat
Islam yang segera memilih pengdanti kedudukan
Muhammad sebagai wakil Allah. EKekhalifahan itu
hanya berlaku sah bila penanggungdjawabnya
melaksanakan kehendak Allah atau Syari“at. Apabils
Allah adalah penguasa vang sebenarnysa, maksa
syari st merupakan ungkapan kekusasaan ita,
sedangkan tugas para khalifahNya adalah menerapkan
hukum-hukum dasn syari‘st. Terlshksananysa tugas itu
tentu ssaja memerlukan kerjasama seluruh lapisan

masyvarakat.

. Redanlatan Pemimpin Dalam Islam

Negara sebagai satu sarans untuk menerapkan
hukum Allsh satau sysri‘at. Paras pemimpin Islam
harus memusatkan perhatian bukan pada penciptaan
hukum, nsamun implementasi hukum-hukum agama yang
telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad. Salah seorang
pemikir Islam terkenal mengatakan, “semua hukum
atau keputusan hukum telah disampaikan Nabi
Muhammad kepada ummat, maka tidak perlu lagi
mereka menyadarkasn diri kepada pemimpin karena

pemimpin (imam) hanyalah pelaksana sedala
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ketetapan yang dirumuskan oleh Nabi.

Dalam negara Islam wulama’ dan umaro’
memerankan peranan yang penting dalam Al-Qur’an
mereka diisyaratkan sebagai Ulu-al Amr atau mereka
yangb'memeriﬁtah, pihak yang mesti ditaati oleh
ummat Islam. Ulama’ diperecayakan untuk menafsirkan
hukum-hukum syari’at dan merumuskan administrasi
keadilsn, sedangkan umaro® bertugas menjunjung
berlakunya hukum-hukum Allah dan mempertahsankan
negara Islam. Syarat-syarat untuk menjadi Ulama’
dan Umaro”, ialah mereka orang-orang yang
terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer,
keberanian, kekuatan, pengetahuan akal, dan mereks
vang dapat memberikan sari tauladan bagi segensp
lapisan masyarakat. Maka dapat digarisbawahi
fungsi vyang penting dalam negara Islam adalah
orang vang melaksanakan syari‘st, baik parsa
pemimpin politik maupun para ulama’. Dengan kata
lain, merumuskan undang-undang bukan tugas Umaro’
maupun Ulama® sebab Al-Qur’ an dan As-sunnah dengan
tegas telah menjelaskannya, akan tetapi Umaro’ dan
Jlama® boleh menggunskan giyas dan ro’yu vysang
sejalan dengan sysari'at untuk memecahkan berbagai
masalsh yasng baru dan yang timbul, (Dr. Kholid

Ibrahim Jindan, 1995 : 67).
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3. Bentuk Tahta Kekuasaan Dalam Islam

Analisa sistem politik apspun, menghendaki
perbedaan yang jelas antara tahta otoritas, tahta
kekuasaan legitimasi, tahta kekuasaan virtual.
Setisp hentnk keknasaan mencakup kawasan yang
berbeda dan mempunyai hukum tersendiri. Ketika
setiap bagian teratur secara hirarki, dengan
otoritas paling atas, dan kekuasaan pelaksanaan
paling bawah, dan kekuasan legitimasi antara
keduanya, maka otoritas adalah tahta legitimasi
tertinggi. Tahta legitimasi berdaulat dan bebas.
Selams otoritas adalah hak pemimpin dan
pemerintah, maka tahta kekuasaan adalah kekuatan

legitimasi tertinggi.

a. Tahta otoritas

Kekuasaan menurut Islam adalah otoritas
di Tangan Allah. Allah tidak semata-mata
mempunyai pengertian teologis saja yaitu yang
unik, adil berkuasse, dan Mahsa Pengampun
melsinkan mempunyai makna dan konotasi politik
yang secara keseluruhan dan sangat sempurna.
Dengan demikian tidak mengherankan Jika
kekuasaan yang tidak dapsat dibagi itu
dipertshankan oleh Rasulullah dan selanjutnya

sebagai prinsip utama, (Drs. Abdul Rahman
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Ahmed, 1895 : 28). Kemudian setelah Rasul wafat
pandangan monist ini memberikan pengaruh yang
sangat besar dalam proses ivolusi dan dalam
kenyataannya telah menjadi sumber kekuasaan
ummah. Dan Jjika dipahami seperti ini maka
komunitas ummat Islam tentu saja adalah
komunitas politik yang merupakan missi utama
manusia untuk membangun dunia ini. Selain itu
pandangan yang monist ini juga telah menunjang
dalam menahan kekuatan pribadi-pribadi,
kesewenangan-kesewenangan dan kedzaliman bahkan
semua kekuatan penekan dari sifat-sifat mitos
dalam masyarskat Islam.

Penelitian sejarah yang konkrit tentang
masyaraskat ini, cukup untuk meyakinkan bahwa
selama empat belas abad, selalu ada bangsa-
bangsa, suku-suku, keluarga-keluarga, golongan-
golongan, atau kasta-kasta yang berkuass dengan
sewenang-wenangnysa dalam berbagai bentuk
kekuasan, misalnys (imamat, khilafat, kerajasn,
kedaulatan, kekaisaran), dan kebanyakan mereka
seringkali atas nama kedaulatan Allah, “"Sebagai
utusan.” (Drs. Abdul Rahman Ahmed, 19895 : 21).

Walsupun nsmpaknya bensr dalam teori,
bahwa kekuasaan Allah tidak dapat dipindahkan,

namun dalam prsakteknya hal itu tidak benar.
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Jelas bahwa, untuk memberikan arti otoritas ini
lebih nyata, terpaksa memiliki bentuk material
dalam kehidupan manusia. Dengan demikian suatu
otoritas harus mempunyai para pelaksana yang
mempunvsai svarat, maka persoalan vang
sebenarnya tentang tahta kekuasaan dan
pemangkunya adalah tipe orang yang bagaimana
yang harus dipercaya untuk menafsirkan kehendak
Allah kedalam fakta-fakta. Orang tersebut tentu
saja adalah Rasulullah saw. (Ketika Beliau
masih hidup) dan setelah Beliau (wafat) adalah
ditangan penggantinya.

Hal di atas menunjukkan bahwa tahta
otoritas dengan dirinya sendiri cukup di dunia
ini. Demi berfungsinya sistenm kekuasaan Islam,
membutuhkan instansi-instansi dan sarana-sarana
lsinnya diantaranya adalah instansi eksekutif
(kekuasaan) adalah suatu bagian yang harus
meyakinkan dari fungsi sistem itu. Namun tidak
sembarangan melainkan harus sesual dengan
konsep yang diberikan kepadanya oleh tahts
otoritas dan dalam Islam konsep itu adalah Al-

Qur "an dan As-sunnsah.

b. Tahta kekuasaan
Rasulullsah saw. ketika di Mekkah
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mengumumkan bahwa otoritas itu hanya pada Allah
vang Esa namun pembentukan otoritss itu belum
terjadi. Untuk keberhasilan pembentukan itu
diperlukan suatu kekuatan, dengan demikian
untuk sementara waktu adalah Rasulullah saw.
menundsa pelaksanaan usaha itu. Beliau
memperoleh kekuatan ketika di Madinah (Yatsrib)
dan disanalah terbentuk komunitssnya.

(Dr. Abdul Rahman Ahmed, 1995 : 22).

Sejak komunitas ini masih dianggasp oleh
ummat Islam sebagai suatu model pemerintahan
vang sempurns, maka nampaknysa perlu bagi kits,
untuk sementara waktu menaruh perhatian khusus
sebeluﬁ membandingkannya dengan model-model

(kekuasaan) Islam lainnya.

1). Bemerintahsn Rasulullah di Msdinsh

Selain sebagal Nabi Rasul Allah
Rasulullah saw. adalah juga seorang kepala
negara dan kepala pemerintahan, sebab dalam
kenyataannya Beliau telah mendirikan negara
bersama orang-orang pribumi dan masyarakat
pendatang (muhajirin), Beliau membuat
konstitusi tertulis untuk berbagai suku-sukun
termasuk Yahudi Beliau memberi perlindungan

(proteksi) kepada ummat non Islam, Beliau
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mengirim dan menerima duta-duta dan Beliau
membuat ikrar kebulatan tekad Aqodah. Inilah
negars yang Jjujur, dan Nabi tidak pernah
menganggap dirinya sebagai anak Tuhan.
Kehadiran Belisu di dunia ini sebagai rahmat
(rahmatal l1lil 'alamin). (Prs. H. Inu Kencana
Syafi“ie, 1994 : 167).

Tetapi pada masa awal keislaman pads
periode Makkah belum banyak mencatat hal
ikhwal pemerintahan karens pada periode ini
ummat Islam difokuskan pada ketauvhidan,
pensucign Jjiwa dari pikiran-pikiran dan
kebiasaan-kebiasaan di Jjaman Jahiliyah.
Sedanghan pads periode Madinah bsralsh ummst
Islam melaksanakan tentang kenegaraan.
(pemerintashan), karena untuk keleluasaan
menjalankan agama diperlukan negara yang
kokoh.

Tugas Muhammad mendirikan sgama Islam
dianggap oleh ummat Islam sebagai suatu
kemukjizatan. Sebagsai seorang pemimpin
Belisu secars siap sedia menerjunkan dirinya
ke dalam kompetitif, dan mersngkum padsa
dirinya, semua sifat-sifat keagamaan dan
transenden, dalam perasnannysa. Beliau mampu

masuk kedalam suku-suku tertentu dan
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mentransformasikannya kepada tindakan yang
universal dan bisa turut campur dalam
masalah kehidupan sehari-hari, dan pendapat-
pendapatnysa menunjukkan demensi-demensi
keabadian.

Kekuasaan politik Muhammad ditegakkan
setelah ummat Islam bersatu. Muhammad
memangkn dua jabatan, sebagai Nabi pemberi
inzar dan wakil dari pihak Muhajirin. Tidsk
1sma kemudian (pada tahun pertama setelah
hijriyah), atas kematian dari sukua Bani
Hajjar, maka Muhammad mengambil fungsi
menjadi wakil dari suku Bani Najjar, dari
ibunya berasal dari suku ini.

Muhammad telah diakui sebagal seorang
hakim dan penengah. Kemudian, setiap per-
tentangan yang mungkin terjadi konfederasi,
telah diserahkan kepada hukum dan arbitrasi
Allah (sebagai tata otoritas) dan kepada
Muhammad sebagai tahta kekuassaan.

Muhammad juga mempunyai kekuasaan
mensahkan atau tidak, perubahan-perubahan
apapun sekitar persekutuan, yang kemungkinan
timbul di kalangan suku-suku, dan kerabat
mereksa masing-masing. Sebagai seorang

pemimpin masyarsakat, Muhammad dalam
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menjalankan tugasnya dibantu oleh suatu
badan vang terdiri dari sepuluh orang
("asyara Mubashara). Dan semua anggdota dalam
badan ini, berasal dari kabilah Quraisyi
tapi dsri sukn vang berbeda-beda. Masing-
masing orang mewakili, suatu kekuatan sosial
politik dan dengan demikian secara efektif
dapat menyumbangkan fikiraan untuk mendiri-
kan kekuatan baru, sesuai dengan otoritas
keagamaan, dan juga sebagaimana didefinisi-
kan dalsm Al-Qur an. Badan sepuluh orang
itu, selalu bersama Muhammad saw. mereka
hidup berdekatan dengan Masjid Madinah dan
memperoleh hak-hak istimewa setelah kematian

Muhammad (Mendi Muzaffari, 1984 : 38).

Bentuk kekuasaan khalifah : doktrin Sunni

tentang kekuasaan

Mayoritas kalsngan teolog ksum Sunni
tetap berpegang pada prinsip khalifah.
Golongan ini dibagi menjadi dusa, pertama
golongan yang meletakkan dasar kewajibsannya
pada bukti nash (syar’i) yakni GQur’an dan
Hadits. Contohnya kaum Asy-ariyah, rujukan

mereksa adalsh firmen Allsh yang berbunyi :
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orang-orang vang beriman taatilah

kepada Allah dan kepada Rasul dan

kepada orang yang berkuasa diantara
kamu. Maka sekiranya kamu berbantahan
di suatu perkarsa hendaklah kamu
kembalikan dia kepada Allah dan Rasul.
Jika kamu beriman kepada Allah dan

hari kemudian. Ysng demikian itu
sebaik-baik ta‘wil (Al-Qur an, 4
ayat 58).

Golongan kedua meletakkan dasar

prinsip kepemimpinan dengan menggabungkan
dasar hukum syar i dengan prinsip. Tokohnya
antara lain Almawardi, vang mempunyai

pendapat bahwa "Adalah sifat dari orang yang

berakal, untuk menyerahkan diri mereka
kepada seorang pemimpin, vang akan
melindungi mereksa untuk saling berbuat

dzalim, dan akan bertindak sebagai hakim
dalam pertikaian mereka. Tanpa seorang
pemimpin, manusia akan hidup dalam
pertikaian dan perselisihan. Ibnu Khaldun
menjelaskan pendapat yang sama”. Seorang
masyarakat harus mempunyai seorang moderator
vang menguasai masyarakat itu, dan membentuk
suatu sumber pertimbangan, (Mehdi Muzaffari,

1984 : 34).
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Ada 1lime cara dalam memilih seorang
khalifsah :

- Pertimbangan di sebuah majelis, sebuah
bentuk majelis masyawarah yang terdiri
dari. tokoh-tokoh vang =sandgsat penting
berkumpul, melewati suatu perdebatan vang
akhirnya mencapai suatu kesepakatan.
Prosedur majelis itu, berlangsung dengdsan
cara pemilihan yang bebas, yang dihadiri
oleh sejumlah besar ummat Islam vang
berpartisipasi sesuai dengan proporsi dan
ukuran kabila mereka masing-masing.

- Pilihan dari orang yang berkuasa.

Para fukoha® sunni pada umumnya, telah
menyetujui hak seorang khalifsh vang
berkuassa, untuk menentukan seorang
penggantinya. Tindakan penentuan itu
adalah salah satu dari kekuatan vang
dimiliki oleh seorang khalifah. Hak
penggantian ini adslsah suatu bagian
integral dalam hukum agama dan ijma’
masyarakat Muslim telash menunjukkan bahwa
hak itu telah diizini dan disetujui.

- Pilihsan melalui musyawarah sahabat
tertentu. Prosedur pemilihan khalifah,

anggotanya, telah ditentukan oleh seorang
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khalifah yang berkuasa.

- Khalifah yang diangkat setelah terjadinya
pemberontakan. Seorang khalifah mendapat
kekuasaan melalui keputusan massa, seorang
khalifah diangkat untuk berkuasa oleh para
pemberontsak.

- Pemilihan berdasarkan keturunan.

Setelah masa kekhalifahan Hasan (anak
terbesar Ali) maka Mu'awiyyah bin Abu
Sofyan, dari keluarga bani Umayah naik
menjadi khalifah sampai turun-temurun.

Dengan demikian aspek keturunan dan

kekeluargaan menjadi sangat penting dalam

mementukan seorsang khalifah.

Kelims czra pemilihan kelasik ini
dslsm meneruskan kekuasaan telah didasarkan
oleh prinsip pernyataan kebulatan tekad
(bai’'ah) tetapi definisi bai’ah agaknya
bersifat subjektif. Karena dalam kenyataan-
nys bai‘ah telah dianggap hanya sebagai
suatu tindakan konstitutif, pada akhirnya
apa yang menjadi perhitungan adalah kadar
kekuatan den kehkussaasn politik seorang vyang
mengambil fungsi khalifah. (Mehdi Muzaffari,
1884 : 39).



L)

3) Bentuk kekuasaan imamst : Doktrin Syi‘ah
tentang kekuasaan

Dalam doktrin Syi‘ah tahta kekuassan
telah dipegang oleh kedua belas imam setelah
Rasulullah saw. Dalam Syi‘ah, imam vyang
sudah tidak ada 1lagi sewaktu-waktu bisa
menjadi nyata. Karena secars potensisal
Beliau hidup dan ada. Imam yang kedua belas
(Mahdi), vyang jugs dikatakan sebsgai imam
ghoib, imam masa, atau imam yang berdiri,
adalah masih hidup, dan merupaksn pemegang
kekuasaan yang sah. Ia akaan muncul kembali
setelah Tuhan memutuskannya, dan mementukan
waktunya.

Perlunys ads sebuah lembaga politik
pada puncak masysrakat Islam, disetujui oleh
kalsngan imsmiyvysh. Keperluan lembaga imamat
datang dari dalam agama sendiri dan
pemikirsnnya wmenawarkan sustu Jjustifiksasi
vang sifatnya sekunder, disamping vunsur—
unsur ini mereka mengakui adanya rahmat
Tuhan, seorang imam juga ditentukan oleh
rahmat Tuhan, melalul perantara utusanNys.

Prosedur dalam menentukan seorang
imam, di dalam Syi'sh ada tiga syarat untuk

bisa menjadi imam
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- Seorandg imam harus berasa dari keluargsa
Rasulullah dan 1lebih lagi keturunan
melalui anak perempuan Rasulullah,
Fatimah.

- Seorang imam diharuskan bersifat ma’sum,
terpelihara dari dosa-dosa. Pahan
terpelihara mempunyail tempat yang sangsat
penting dalam doktrin Syi‘ah tentang

politik dan teologi.

- Sifat ma sum diatass berjalan bersama
dengan sifat integritas moral secara
absolut, sifat ini diperoleh berdasarkan

dua prinsip : pertama menunjukkan bahwa
seorang imam harus menjadi 1lebih mulia
(berharga) di sisi Allah, dan yang kedua
bahwa seorang imam harus lebih unggul dari
peds vang lainnya, berdasarkan sifat-sifat

moralnya dan politik.

4) Bentuk kekuasaan Ummsh, dokitrin EKhowarii
tentang kekusasaan
Menurut golongan Khowarij, hanya
ummatlah secara kolektif, vyang menentukan
dan dapat memilih pewmimpinnya, tanpa
pertimbangan garis silsilah kabilah,

keluargsa ataupun kemungkinan-kemungkinan
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lainnya, yang mungkin terjadi,  (Mehdi -
Muzaffari, 18994 : 486).

Ide ini vang merupakan susatu usaha
mempertahankan ummst, dan menempatkannya
nada éuncak hirarki otoritas keduouniawian,
Pada periode sesudah Rasulullah vang
menempatkan ummat secara tepat pada tahta
legitimasi, dan sebagai sumber legitimasi,
nampaknya tidak bergema lagi kecuali setelah
beberapa abad kemudisn. Muncul kembali di
kalangan pemikir-pemikir Islam abad ke-19

sampai abad ke-20.

Tahta Kekuassan Virtusl (Pelaksanaan)

Kawasan kekuasaan virtual, mencakup semusa
Amir-Amir, pangderan-pangeran, raja-raja,
jendral-jendral dan semua yang berkuasa atas
nama mereka sendiri, diberbagai kawasan daulat
ummat Islam. Dalam perkembangannya tidak lama
setelah memantapkan diri mereka sebagai
kekuasaan yang sah atas hak mereka sendiri,
maka mereka memutuskan hubungan mereka dengan
khalifat administratif, dan mendiriksan otonomi
de fakto dengan sendirinya.

Tahta kekuasaan virtual dibagi menjadi 2

vaitu
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Kedaulatan karena dipilih.

adalah dimana suatu perjanjian telah
dilakukan, dan seorang penguasanya dipilih
secara bebas oleh khalifsh. Ditetapkan
padanva kekussssn-kelknmsasn tertentn haik
yvang bersifat teritorial maupun material.
Seorang penguasa seperti ini dianugrahkan
kekuasaan ketika seorang khalifah menentuksan
kepada otoritas atau sebuah wilayah, dan
ditunjuk kepadanya kekuasaan untuk menangani
masalah-masalah itu batasan-batasan bagi
seorang penguass (amir), mempunyai otoritas
penuh. Dan ada tujuh kawasan yang ada

dibawah otoritasnya

1

Pengorganisasian angkatan bersenjata.

- Administrasi kehakiman.

- Mengumpulkan pajak.

- Membels agams.

- Pengajuan pertimbangan hukum.

- Pelaksanaan sholat.

- Mengorganisir jemaah Haji.

Kedaulstan karens persampasan.

Kedaulatan ini didirikan ketika seorang
individu mengambil beberapa kawasan, secars
keras atsau paksa, yang sebelumnya diberikan

oleh seorang khalifah kepadanys, hanysa
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sebagai mandat untuk mengurus dan mengawasi-
nya. Dalam hal ini seorang ‘penguasa, karena
tindakan perampasannya, maka memiliki
kekuasaan  penuh dalam masalah-masalah
administrasi dsn pemerintahan, dan seaorang
khalifsh karena pernah melantiknya, maka
menganugrahkan kekuasaannya dengan sah,
dan disitulah seorang khalifah mensahkan
suatu tindakan diluar kebiasaan, dan
mentranformasikan suatu keadaan terlarang
kepada yang diperbolehkan.

Bagi perampas kekuasaan, akibat hukum

pelantikannya ada 7

Harus mengakui otoritas seorang khalifah,
sebagai pengganti Rasulullah dan
kedaulatan spriritual.

- Harus menambah ketaatan, agar menghilang-
nai sifat pembangkangannya dan dosa
pemberontakannya.

- Mendirikan suasana saling pengertian demi
tercapai persshabatan dan saling tolong-
menolong antar kaum Muslimin.

- Mendapat kedudukan pemberian 1izin dan
melaksanakan keputusan-keputusan.

- Harus meyskinkan pengumpulan pajak.

- Harus meyakinkan pelaksanaan ketentuan-
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ketentuan hukum.
- Seorsang Amir harus dijadikan sebagai

pembela agama. (Mehdi Muzaffari, 1984:58).

d. Tahta intermediate (penendah)

Kawasan intermediate dipegang oleh para
unlama® namun secara historis tidak tahu kapsan
dan bagaimana ummat Islam dapat membentuk suatu
badan, dan memainkan peranan perantaraan antara
svari’ah dan ummat Islam. Pada periode pertamsa
setelah Nabi vaitu tepatnya pada khalifah
pertama vyang telah menjalankan fungsi meng-
interpretasikan nash-nash Al-Qur an Hadits
Rasulullah sebsgai tambahan pada tugas-tugas
mereksa dalam bidang politik militer atau
administratif. (Mehdi Muzaffari, 1884 : 51).

Apapun bentuk dukungan sah dari ulama’,
adalah suatu hal yang sangat penting dalam
konteks ini.

Dan kenyataan ini membuktikan keberadaan suatu
golongan tertentu yang menjalankan fungsi-
fungsi terpenting dalam masyarakat sampai
sekarsng. Tetapi yang menarik disini adalah
perasan mereka dalam politik, vyaitu suatu
peranan perantarasn antara kawasan kekuasaan

legitimasi staupun antara kekuasaan legitimasi



56

dan virtusl, Maka tempat di mana para ulama’
melaksanakan tugas mereka, tergantung pada
situasi kekuasaan yang ada, baik itu dalam
bentuk khilafat, kesultanan, atau keksisaran,
disini kemudian timbul perbedaan antara model
syl ‘ah dan sunni. Dalam model sunni para ulama’
memainkan suatu peranan yang lebih penting dari
pada rekan-rekan mereka di kalangan syi‘ah,
sekurang-kurangnya ssmpai pada masa berakhirnya
Daunlat abbasiyah. Khususnya sebagai pihak vyang
mensahkan siapapun yang memegang kekuasaan,
atau yang menjalankan kekuasaan virtusl. (Mehdi
Muzaffari, 1994 : 52).

Dalam kenyataannya, seorang khalifah
walaupun dari kalangan Quraisy dan dipilih oleh
pendahulunya, namun karena beberapa situasi,
terpaksa menampilkan kekuasaannya dengan unsur-
unsur keagamaan dan dengan alasan, pertama
mengatasi perpechan kesukuan dan kekeluargsaan,
kedua menkonsolidasikan kekuassannya, kemudian
memperluas kedaulatannya.

Seorang khalifsah dalam menjalankan
pemerintahan membutuhkan bantuan dan kerja sama
dengan ulama’.

Kadar besarnya pengaruh ulama’ tergsntung

pada kepribadian dan kekuatan politik seorangk
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khalifah. Seorang khalifah secara politik
mempunyai kedudukan yang kuat, maka tindskan
ulama’ baik dalam bentuk bai’ah ataupun fatwa.
Kebanyakan bersifat simbolik menempattkan
ulama” dalam kedudukan kenstitutif dan yang
sebenarnya.

Terhadap kesultanan dan kedaulatan, sikap
ulama“® sunni pada umumnya bersifat realistis.
Dan seorang khalifah mendapat kekuatan de
fakto. Melalui kompromi ini, lembaga telah biss
mempertahankan stabilitas dan keharmonissannya.
Setelah seorang raja (Amir) disahkan oleh para
ulama”, maks khalifah dikehendaki hanya
menganugerahkan kepada ulama’ gelar dan

kehormatan yang seringkali telah punya konotasi

keagamaan .
Sedangkan para ulama”® syi‘ah memilih
pendekatan vang berbeda dengan kehadiran

seorang imam (pemimpin) yang dianggsp sebsgai
ma 'sum, maks para ulama’ menjadi tidak punysa
peranan praktis atau teoritis yang dapat
dimainkan dsalam mensahkan atsu menggulingkan
kekuasaan. Dibwa seorang imsm mereka hanysa
dapat menjadi sebagsai pembantunya atau

muridnya. (Mehdi Muzaffari, 1894 : 55).



